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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank dan non bank memiliki peranan penting dalam
sistem keuangan suatu negara. Salah satunya adalah menjaga stabilitas
keuangan dalam perekonomian suatu negara. Karena itu lembaga keuangan
bank dan non bank menjadi salah satu pilar stabilitas ekonomi keuangan.
Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, secara
otomatis ikut memacu perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank
maupun non bank. Oleh karena itu banyak inovasi-inovas dari lembaga
keuangan baik bank maupun non bank. Baitul ma>| wa tamwil dan koperasi
syariah sebagal lembaga keuangan mikro berperan sangat penting dalam
perkembangan ekonomi masyarakat. Karena |embaga-lembaga tersebut
langsung bersentuhan dengan industri mikro yang dijalankan oleh masyarakat
luas.

Begitu juga dengan peran lembaga keuangan bagi kalangan menengah
ke bawah. Salah satu masalah kronis yang banyak menyita perhatian dunia
adalah mengenai kemiskinan.! Berbagai seminar dan pertemuan dilakukan
dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemiskinan di muka
bumi ini.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan, salah satunya

dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok

! “K euangan Inklusif di Indonesia“ www.bi.go.id 20 april 2015



dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa
keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang
tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasannya.”

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) adalah moda atau biaya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan
pengetahuan atau kemampuan dalam mencukupi kebutuhan prosedur atau
persyaratan perbankan. Untuk itu ada beberapa pertimbangan yang diperlukan
dalam membangun sistem pembiayaan, yang mencakup kepentingan usaha
kecil dan menengah dan lembaga keuangan. Mengingat faktor persyaratan dan
prosedur untuk mendapatkan pinjaman merupakan hal yang mendasar yang
sangat penting dipenuhi oleh sebagian besar usaha kecil, maka faktor ini
menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan terutama dalam
membangun sistem usaha skala mikro. Selain itu juga perlu adanya
segmentasi kebutuhan dari masing-masing usaha kecil dan menengah

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian
dunia serta kemajuan ilmu teknologi maka suatu bangsa harus bisa bersaing
dengan global, perlu dilakukannya suatu perubahan kearah yang lebih baik.
Salah satu indikator kemajuan suatu bangsa dapat kita lihat dari pembangunan
di berbaga sektor. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam
pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Lembaga keuangan yang
terlihat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi dibagi menjadi dua

yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank (LKBB)

2 Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam; Penguatan Peran LKM dan UKM di
Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h 2



Lembaga keuangan syariah dibentuk sebagai perwujudan dari adanya
kesadaran masyarakat terhadap aplikasi gjaran Islam dengan menggunakan
sistem ekonomi Islam, yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik
(penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok
masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi
faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan
tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan islam.® Sehingga lembaga
keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-
prinsip Islam (syariah) sebagai landasan operasionalnya. Dengan demikian
semua transaksi yang dioperasionalkan tidak lepas dari aturan syariat dan
tidak bertentangan dengan aturan syariat.

Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu jenis perusahaan
keuangan. Fungs dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan
yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada
pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non bank adalah
untuk membantu menggerakan sistem perekonomian masyarakat, khususnya
untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau
oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah juga
merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari
masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun

berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur’an dan Al-Hadits).

3 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi I1slam, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, h 14



Selanjutnya Baitul ma>| wal tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri
terpadu yang isinya berintikan bayt al-ma>| wa-tamwil dengan kegiatan
mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan
kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antaralain
mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan
ekonominya.*

Sedangkan Bait at-Tamwil adalah lembaga keuangan Islam informal
dengan orientasi keuangan (profit oriented). Kegiatan utama dari lembaga ini
adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan/tabungan
dan menyalurkan lewat pembiayaan usaha-usaha masyarakat yang produktif
dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi Syariah.®

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Bait al-Ma>| dan Bait at-
Tamwil. Bait al-Ma>| adalah lembaga keuangan islam yang memiliki kegiatan
utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq,
Shadagah, Wagaf, dan Hibah) tanpa adanya keuntungan (no profit oriented).
Penyalurannya dialokasiakan kepada mereka yang berhak (mustahik)
menerima zakat, sesuai dengan aturan agama dan manaemen keuangan
modern.®

Seperti diungkapkan dalam surat Al-Hasyr ayat 7

* Pinbuk pusat, Pedoman dan cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta, h 1
® H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h 183

® Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, Amanah bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi
Syariah, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, t.t.,h 199
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“Apa sgja hartarampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan
beredar di antara orang-orang Kaya sgja di antara kamu. apa yang
diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya
bagimu, Maka tinggakanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Al-Hasyr : 7).’

Dengan demikian keberadaan Baitul Ma>l wat Tamwil  dapat
dipandang memiliki dua fungs utama, yaitu sebagai media penyalur
pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta
dapat pula berfungs sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang
bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat
dipahami bahwa selain berfungsi sebagai |lembaga keuangan. Baitul Ma>| wat
Tamwil juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagal lembaga keuangan
Baitul Ma>l wat Tamwil bertugas menghimpun dana dari masyarakat
(anggota BMT) yang mempercayakan dananya dissmpan di Baitul Ma>| wat
Tamwil dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang
diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai |lembaga ekonomi, Baitul
Ma>| wat Tamwil berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola

kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.®

" Kementrian Agama RI, Mushaf Madinah: Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir. Bandung: Jabal
Rodhotul Jannah 2010, h 456
8 Andri sumitra “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah™. Jakarta;K encana. Hal 452. Cet 1



Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya suatu sistem
keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam hal ini, institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi
intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan
pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem
keuangan. Hanya sgja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum
tentu disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal, akses
layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas
dalam sistem perekonomian

Seperti diungkapkan dalam surat Al-A’raf : 56
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“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut

(Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya

rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” .(Al-

A’raf : 56).°

Selanjutnya dalam isu-isu sosial yang berkaitan dengan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan (income inequality) masih menjadi perhatian banyak
negara dan organisasi kerjasama regional-multilateral seperti G20, OECD, the
World Bank, IMF, ADB, dan ASEAN. Berbagai kebijakan dirumuskan untuk
mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh

Forum G20 untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan disparitas

pendapatan masyarakat adalah melalui sistem keuangan yang inklusif

® Kementrian Agama RI, Mushaf Madinah: Al-Qur’an, Terjemahan dan Tafsir. Bandung: Jabal
Rodhotul Jannah 2010. h 157



(Financial Inclusion). Selain itu, keuangan inklusif juga telah masuk dalam
prioritas pemerintah Indonesia. Pada bulan juni 2012, Bank Indonesia
bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden — Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan K emiskinan (TNPPK) dan Badan K ebijakan Fiskal .*°

Menyadari pentingnya keuangan inklusif dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, Pengentasan
kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan maka keuangan inklusif perlu
menjadi strategi yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Dalam hal
ini, Pemerintah RI telah memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif
(SNKI1) yang mencakup 6 pilar keuangan inklusif yaitu edukasi keuangan,
fasilitas  keuangan publik, pemerataan informasi keuangan,
kebijakan/peraturan pendukung, fasilitas intermedias dan distribusi, serta
perlindungan konsumen. **

Menurut Bank Indonesia (2014), Financial Inclusion (Keuangan
Inklusif) didefinisikan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu
hak setigp orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga
keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya,
dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya? Financial
inclusion (keuangan inklusif) ini merupakan bentuk koreks dari pelaksanaan

financial exclusion yang dalam penerapannya hanya menguntungkan beberapa

0 Bunga rampai pemikiran ekonomi hijau dan keuangan inklusif. www. Kemenkeu.go.id. 25

september 2015

1" Keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Better han Cash Alliance (BTCA). Kementerian
K euangan. www. Kemenkeu.go.id. diakses pada 22 maret 2016

12 K ementerian K euangan. (2013).Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Diambil dari Kementerian
Keuangan RI. (Online). www.fiskal .depkeu.go.id, 23 april 2015



pihak atau kelompok sgja. Definisi lain terkait financial inclusion (keungan
inklusif) menurut World Bank (2008) yang dikutip dalam Supartoyo dan
Kasmiati (2013) adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan
untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga
maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau
memanfaatkan layanan jasa keuangan.*®

Dalam lima tahun terakhir ini 2009-2014 pertumbuhan ekonomi
Indonesia berada pada kisaran 6%, sebuah pencapaian yang cukup
membanggakan di tengah Kketidakpastian kondis perekonomian global.
Namun sepertinya manfaat pertumbuhan ini belum begitu berdampak secara
merata pada kelompok masyarakat miskin. Meskipun jumlah penduduk
miskin mengalami penurunan (data BPS Maret 2014), yakni dari 32 juta jiwa
(2009) menjadi 28 juta jiwa (2014), namun delta penurunannya semakin
kecil.** Salah satu faktor yang diidentifikasikan oleh Bl adalah masih
rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Hal ini tentunya dapat diketahui konsep dan tujuan dari Financial
Inclusion ini, besar harapan untuk dapat menyelamatkan kemiskinan yang ada
di Indonesiaini tentunya. Seperti penyelamatan usaha lokal dan usaha mandiri
agar tercapainya koherenitas terhadap perkembangan zaman. Daam
perencanaan ini sebagai mana mestinya masyarakat miskin bisa mendapatkan
kemudahan akses untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka, serta

mendapatkan layanan yang pro rakyat. Dalam gencaran sosialisasi Financial

3 Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 23 april 2015
4 Data BPS 2014 www.bps.go.id. Maret 2014



Inclusion, Indonesia nampaknya menunjukkan peran didalamnya, seperti yang
diungkapkan President Rl Susilo Bambang Y udoyono pada pertemuan puncak
G-20 tahun lalu, kotribusi dalam upaya global untuk menyelamatkan ekonomi
global menjadi komitmen Indonesia.™®

Oleh karena itu, keuangan inklusif melalui akses ke layanan keuangan
seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan
sangat membantu kelompok marjina dan berpendapat rendah untuk
meningkatkan pendapatannya, mengakumulasi kekayaan, mengelola risiko,
serta melakukan upaya untuk keluar dari kemiskinan. Dengan demikian, pasar
keuangan akan menjadi jantung bagi perekonomian yang dapat berkontribusi
pada kesgahteraan ekonomi dengan memobilisasi tabungan, menyediakan
kredit untuk bisnis, managjemen resiko dan akselerasi dunia usaha dengan
menyediakan fasilitas dan pembayaran.

Keuangan inklusif menjadi penting dan mendesak karena masih
banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor
keuangan formal. Ditambah lagi bahwa sektor keuangan formal merupakan
barang publik dan oleh karenanya setigp warga negara berhak untuk
mengakses berbagai produk dan jasa keuangan formal yang berkualitas, tepat
waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu,
akses terhadap produk dan jasa keuangan formal harus diberikan bagi semua

segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada kelompok miskin yang

1 M Sodikin,”Financial  Inclusion  Solusi  Baru  Kemiskinan”
http;//K ompasiana.com/post/read/518392/1/financial-inclusion-solusi-baru-kemisknan.html, 01
November 2013.



10

berpenghasilan rendah, kelompok miskin produktif, kelompok pekerja migran
dan kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Berdasarkan hasil survei neraca rumah tangga Bl (2012), hanya 48%
dari total rumah tangga di Indonesia yang memiliki tabungan di bank, lembaga
keuangan non bank dan non lembaga keuangan. Dengan kata lain terdapat
52% rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki tabungan sama sekali.
Hal ini sgjalan dengan Survey World Bank (2010) yang menyatakan bahwa di
Indonesia, akses terhadap jasa keuangan formal hanya tersedia bagi setengah
penduduk Indonesia. 32% dari penduduk Indonesia bahkan tidak memiliki
tabungan (baik di sektor formal maupun informal), dan masuk ke dalam
kategori financially excluded.*®

Kondis tersebut memberikan makna penting, bahwa pemerintah dan
regulator keuangan bersama dengan seluruh pelaku industri keuangan
seyogyanya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang
tergolong ke dalam *“unbanked society” melalui pendekatan Financial
Inclusion.

World Bank (2010) mengungkapkan setidaknya terdapat empat jenis
layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat yakni
layanan penyimpanan dana, layanan kredit, layanan sistem pembayaran dan

asuransi termasuk di dalamnya dana pensiun. Keempat aspek inilah yang

1 Halim Alamsyah, Pentingnya Keuangan Inklusif dalam Meningkatkan Akses Masyarakat dan
UMKM terhadap Fasilitas Jasa Keuangan Syariah. 07 November 2014.
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menjadi persyaratan mendasar yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk
memperoleh kehidupan yang |ebih baik.*’

Terkait dengan hal itu, Bl secara aktif bekerjasama dengan Kemenkeu
(BKF), OJK, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K), berupaya menyusun strategi peningkatan akses keuangan yang
komprehensif yaitu, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang
merupakan komitmen nasional dan telah di launching Wakil Presiden RI pada
Juni 2012. Dalam implementasinya, SNKI memerlukan dukungan berbagai
pihak yaitu kementerian, otoritas, dan institusi atau lembaga terkait termasuk
sektor swasta untuk menciptakan kolaborass dan sinergi dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengentasan kemiskinan dan
pemerataan pendapatan sambil tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.’®

Banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa masih terdapat
kelompok masyarakat yang belum memiliki akses kepada perbankan atau
lembaga keuangan, baik dalam bentuk tabungan maupun perolehan kredit.
Beberapa diantaranya adalah @) jarak yang jauh dari tempat tinggal ke kantor
bank, Lokasi-lokasi kantor cabang juga cenderung terkonsentrasi hanya di
area-area yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. b) produk yang ditawarkan
tidak sesuai, c) informasi produk yang tidak dipahami, d) pendapatan yang
rendah, sehingga pendapatan yang diterima penduduk lebih banyak digunakan

untuk konsumsi. €) Dokumen identitas yang tidak ada, dan f) adanya persepsi

' Keikutsertaan Indonesia sebagai Anggota Better han Cash Alliance (BTCA). Kementerian
Keuangan. www. Kemenkeu.go.id. 22 maret 2016
8 1bid 2
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bahwa bank atau lembaga keuangan bukan untuk masyarakat kecil. Dari sis
perbankan juga terdapat kendala diantaranya terkait pendirian kantor cabang
dengan segmentasi kepada unbanked people membutuhkan biaya mahal,
sehingga bank lebih memilih nasabah besar yang dapat memenunhi
persyaratan.™®

Untuk mewujudkan program financial inclusion (keuangan inklusif)
yang berkesinambungan diperlukan koordinasi antara Bank Indonesia dengan
kementerian dan institusi terkait dalam rangka pembangunan, penetapan
perioritas dan pelaksanaan program, serta pelaksanaan monitoring dan
evaluasi program. Dengan koordinasi yang bak diharapkan tujuan
peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan dapat tercapai.

Berkaitan dengan financial inclusion, kehadiran BMT Amanah Ummah
di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat menjadi mediator antara
pemilik modal dan anggotanya yang membutuhkan moda usaha,
pertumbuhan BMT Amanah Ummah dari tahun ketahun terus mengalami
pertumbuhan yang semakin baik. Disamping itu juga, BMT Amanah Ummah
memberikan kemudahan bagi calon anggotanya baik dalam hal simpanan
maupun pembiayaan. Hal utama yang ditanamkan oleh BMT Amanah Ummah
adalah gemar menabung. Selain itu proses pembiayaan juga tidak ada
persyaratan yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit yang dihadapi oleh

anggota, sehingga tidak memberatkan para calon anggota.

 Ibid 3
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Selain kemudahan bagi anggota dalam melakukan transaksi, baik
berupa simpanan maupun pembiayaan, anggota juga yang tidak harus datang
ke kantor, akan tetapi dari pihak pegawai bisa langsung mendatangi anggota
yang bertransaksi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian
Financial Inclusion (keuangan inklusif) terhadap peningkatan akses
masyarakat terhadap layanan keuangan vyaitu penelitian mengenai
“Implementas Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat
Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Kasus di BMT

Amanah Ummah Surabaya)”

. ldentifkasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis paparkan

beberapa masalah yang berkenaan dengan penelitian ini, antaralain:

1. Baitul Ma>| wat Tamwil memiliki peranan penting dalam stabilitas sistem
keuangan sebuah Negara

2. Baitul Ma>| wat Tamwil berperan sebagal lembaga intermediator antara
masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan masyarakat yang
mengalami kekurangan dana

3. Akses kecil terhadap Baitul Ma>l wat Tamwil karena produk yang
ditawarkan tidak sesuai dan mampu diakses masyarakat

4. Akses kecil terhadap Baitul Ma>| wat Tamwil karena informasi produk

yang tidak dipahami masyarakat,
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5. Pendapatan yang rendah, sehingga pendapatan yang diterima penduduk
lebih banyak digunakan untuk konsumsi

6. Upaya BMT Amanah Ummah dalam melaksanakan financial inclusion
(keuangan inklusif) bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan
Jambangan Kota Surabaya

7. Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat
Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan K ota Surabaya

Dari beberapa permasalahan di atas, maka penulis membatas ruang
lingkup pada penelitian ini, yaitu pada:

1. Upaya BMT Amanah Ummah dalam melaksanakan Financial Inclusion
(keuangan inklusif) bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan
Jambangan Kota Surabaya

2. Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat

Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

C. Rumusan Masalah
Perumusan Masalah ini bertujuan memberikan rumusan yang paling

jelas dari permasalahan yang ada untuk mempermudah anadisis. Untuk

memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka diperlukan rumusan

masal ah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya KJKS BMT Amanah Ummah dalam melaksanakan
Financial Inclusion (keuangan inklusif) bagi masyarakat Kelurahan Karah

K ecamatan Jambangan K ota Surabaya?
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2. Bagaimana implementasi Financial Inclusion (keuangan inklusif) bagi

masyarakat Karah Kecamatan Jambangan K ota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kagian pustaka adalah deskrips ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang
diteliti.”

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan,
berikut ada beberapa penelitian terkait permasalahan yang ada dalam
penelitian ini, diantaranya:

Skripsi yang ditulis Lilis Sali Satunnisa mengkaji tentang “BMT
sebagal mitra pengusaha kecil dan menengah”. Pada penelitian ini dijelaskan
BMT memiliki peran yang signifikan dalam memajukan mitra pengusaha kecil
dan menengah. BMT memiliki kelebihan dalam membantu pengusaha kecil
dan menengah yaitu dengan program pengembangan masyarakat.*

Skripsi yang ditulis Muhammad Taufik (2003) dengan judul
“Membangun Sistem Pembiayaan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi”
yang diterbitkan oleh Deputi Pengembangan dan Retrukturisasi Usaha. Dalam
penelitian ini ditemukan bahwa usaha kecil, menengah dan koperasi

mengharapkan terpenuhinya kebutuhan modal dalam waktu yang tepat,

% Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isam UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi
Fakultas Ekonomi dan BisnisIslam. 2014

'8 Lilis Sali Satunnisa “BMT sebagai Mitra Pengusaha Kecil dan Menengah” . Skripsi K osentrasi
Perbankan Syariah. Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Isam
Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2004
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dengan persyaratan dan prosedur yang mudah serta dengan biaya yang
murah.?

Penelitian lain yang mengkaji tentang usaha kecil dan menengah yaitu
dilakukan oleh Rosyidah (2005) dengan judul “Analisis SWOT Strategi Baitul
Ma>| Wat Tamwil dalam peningkatan usaha kecil dan menengah”. Pada
penelitian ini dijelaskan bahwa Baitul Ma>| Wat Tamwil sebagai |lembaga
ekonomi dan keuangan syariah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
umat islam dari jurang kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dengan jalan pemerataan pendapatan melaui jalur investas serta penciptaan
peluang dengan memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang produktif
berdasarkan prinsip kemiteraan dan terciptanya kemandirian dalam berusaha.
Selain itu dijelaskan beberapa lembaga keuangan akan dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat lapisan bawah terhadap sistem pendanaan yang dapat
memberikan bantuan modal untuk meningkatkan produktifitas usaha mereka,
dan sebaga upaya untuk memenuhi keterbatasan pelayanan |lembaga yang
selama ini yang belum atau bahkan tidak sama sekali mampu menjangkau

kebutuhan masyarakat |apisan bawah terhadap akses permodalan.?®

Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Financial Inclusion
(Keuangan Inklusif) bagi Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan

Kota Surabaya (Kasus di BMT Amanah Ummah Surabaya)” ini memiliki

2 Mohammad Taufig, Membangun Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil, Menengah Dan
Koperasi, (Jakarta: Deputi Pengembangan Dan Retruturisasi Usaha, 2003)

% Rosyidah, “Analisis SMOT Strategi Baitul Mal Wat Tamwil dalam peningkatan usaha kecil dan
menengah “skripsi fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta 2005
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perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah menjadi perbandingannya.
Penelitian ini penulis lebih menekankan pada akses layanan keuangan
terhadap masyarakat kecil yang mana secara akses/ketersediaan, penggunaan,

kualitas, dan kesejahteraan.

. Tujuan Pendlitian
Setiap penelitian pasti memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan
pribadi atau orang lain. Tujuan penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya KJKS BMT Amanah Ummah dalam
melaksanakan Financial Inclusion (keuangan inklusif) bagi Masyarakat
Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Financial Inclusion
(keuangan inklusif) bagi Masyarakat Karah Kecamatan Jambangan Kota

Surabaya

. Kegunaan Hasil Pendlitian
Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan
mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca,

sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:
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1. Aspek keilmuan (teoritis)
a. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman
ekonomi syariah mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam.
2. Aspek terapan (praktis)
a. Dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk
membuat skripsi yang lebih baik.
b. Gunadijadikan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Financial

Inclusion untuk BMT Amanah Ummah Surabaya.

G. Definisi Operasional

Konsep-konsep perlu didefinisikan secara jelas oleh peneliti agar
pembaca atau orang lain mengetahui maksud dari konsep yang dipakai pendliti
dalam pendlitian tersebut. Konsep-konsep yang sama bisa jadi dapat diartikan
berbeda oleh pembaca. Definisi operasional merupakan suatu langkah yang
dapat memberitahukan bagaimana cara mengukur variabel dan untuk
memudahkan pengukuran masing-masing variabel berdasarkan kenyataan
yang terjadi di lapangan.

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memaknai kalimat dan
memperjelas maksud dari penditian ini maka perlu adanya definis

operasional sebagai berikut:
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1. Financial Inclusion:

Merupakan sebagai bentuk strategi nasional keuangan inklusif
yaitu hak setigp orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari
lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau
biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya.*

2. Baitul ma>l wal tamwil (BMT)

BMT Amanah Ummah adalah koperasi yang kegiatan usahanya
bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai pola
syariah, dimana tingkat persaingan antara perusahaan dibidang yang
sgjenis semakin tinggi, maka BMT Amanah Ummah selalu berusaha untuk
memuaskan dan memenuhi keinginan nasabahnya, sehingga tujuan

perusahaan dapat tercapai.

H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu teknik, cara dan alat yang digunakan
untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu dengan

menggunakan metode ilmiah.

1. JenisPendlitian
Daam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian
yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dalam hal ini

penulis adalah sebaga instrument kunci, teknik pengumpulan data

# K ementerian Keuangan. (2013). Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Diambil dari Kementerian
Keuangan RI. (Online). www.fiskal .depkeu.go.id, 23 april 2015

® KIS BMT Amanah Ummah, Searah Singkat KJKS BMT Amanah Ummah. www.
kjksbmtamanahummah.blogspot.com. 9 mei 2015



20

dilakukan secara trianggulasi (gabungan), sedangkan analisis data bersifat
induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada
generalisasi®. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang
paing dasar. Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang
bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Pendlitian ini mengkaji
bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan
perbedaannya dengan fenomena lain.?’
2. Sumber data
Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan
sumber-sumber data sebagai berikut:
a Sumber Primer
Sumber data primer yaitu subyek penelitian yang dijadikan
sebagal sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat
pengukuran atau pengambilan data secara langsung. Sumber primer
yang dimaksud adalah Kepala Cabang BMT Amanah Ummah,
Marketing Funding BMT Amanah Ummah, Marketing Lending BMT
Amanah Ummah, Account Officer BMT Amanah Ummah, serta
Masyarakat Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Surabaya
b. Sumber Sekunder
Peneliti menggunakan sumber data sekunder ini untuk

memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah

% gygiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif , (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.
%" Nana Syaodih Sukmadinata, “Metode Penelitian Pendidikan” , (Bandung: Remaja Rosda
Karya. Cet. 111, 2007), h 72.
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dikumpulkan dari data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi
sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature-
literature kepustakaan seperti buku-buku, internet, artikel, surat kabar,
serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulis skripsi ini.
3. Teknik Pengumpulan Data
Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam
pengumpulan data skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan
data sebagai berikut:

a. Observas yatu cara mengumpulkan data dengan mengadakan
pengamatan langsung pada objek penelitian.?®

b. Interview, disebut juga dengan wawancara merupakan tulang
punggung suatu penelitian survei.*® Dengan melakukan interview
kepada praktis BMT Amanah Ummah dan Masyarakat Karah.

c. Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya
catatan harian, sgarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan,
kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar
hidup, sketsadan lain-lain.*

4. Teknik Pengolahan Data

% Sukudin dan Mundir, Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam
Dunia Penelitian. Surabaya: Insan Cendekia, 2005, h 218.

# Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, h 312.

% sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta, CV 2013, h
240
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Sedangkan tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh
terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan
antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini
peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan
masal ah sgja.

b. Organizing, yaitu proses menyusun kembali data yang telah didapat
dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang telah
direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh
dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengena kebenaran
fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari
rumusan masalah

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini digunakan teknik Deskriptif

Anaitis® yaitu untuk memberikan pemecahan masalah dengan

mengumpulkan data lapangan, menyusun, atau mengklarifikasikan,

menganalisis data dan menjelaskan gambaran secara mendalam.

|. Sistematika Pembahasan

3 Soeratno dan Lincoln Arsyad, “Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis, Cet Ke-4 Edivisi
Revisi”, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003, h 127.
¥ Winarmo Surachmad, *“ Dasar dan Teknik Research”, Bandung: CV. Tarsito, 1972, ed V,

h.131
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Untuk mempermudah dalam skripsi ini, maka penulis membuat

sistematika penulisan:

BAB I:

PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan
Batasan Masalah, Rumusan Masadah, Kagian Pustaka, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definis Operasional, Metode

Pendlitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

BAB II:

Dalam landasan teori, penulis membahas tinjauan umum tentang
teori Financial Inclusion (keuangan inklusif), dan baitul ma>| wa
tamwil.

Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) Bagi
Masyarakat Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Kasus di
KIJKSBMT Amanah Ummah Surabaya)

Dalam objek penelitian ini di isi tentang latar belakang KIKS BMT
Amanah Ummah. Visi dan Mis KIKS BMT Amanah Ummah.
Struktur organisas KJKS BMT Amanah Ummah. Produk-produk

yang adadi KIKSBMT Amanah Ummah, dan hasil penelitian.

BAB IV: Anadlisis Implementasi Financial Inclusion (Keuangan Inklusif) Bagi

Masyarakat Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya (Kasus di
KIJKSBMT Amanah Ummah Surabaya)
Dalam bab ini penelitian memaparkan seluruh hasil penelitian baik

secara matematis maupun secara penjel asan.
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BAB V: PENUTUP
Pada bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari
penelitian serta saran untuk instansi-instans terkait, kemudian

dicantumkan lampiran-lampiran



